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PERATURAN
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2020
TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO DI LINGKUNGAN LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

Menimbang

Mengingat

REPUBLIK INDONESIA,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (1)
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, serta dalam
rangka melakukan penilaian risiko di lingkungan
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);
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Menetapkan

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor S5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4890);

4. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden
Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan atas
Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 314);

5. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2011 tentang
Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah;

6. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1172);

MEMUTUSKAN:
PERATURAN LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG PEDOMAN
PENGELOLAAN RISIKO DI LINGKUNGAN LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG /JASA PEMERINTAH.

Pasal 1

Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Lembaga

Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ini merupakan
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dasar implementasi pelaksanaan penilaian risiko yang
termasuk dalam indikator pelaksanaan maturitas Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah di Lembaga Kebijakan

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Pasal 2
Pedoman  Pengelolaan Risiko ini  bertujuan untuk
mempercepat penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah di lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana tercantum dalam
Lampiran Peraturan Lembaga ini yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Peraturan Lembaga ini.
Pasal 3

Peraturan Lembaga ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Lembaga ini dengan penempatannya

dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Januari 2020
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG /JASA
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA,
ttd

RONI DWI SUSANTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 Januari 2020

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

www.peraturan.go.id



2020, No. 71

LAMPIRAN

PERATURAN LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH

NOMOR 2 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO DI
LINGKUNGAN LEMBAGA KEBIJAKAN
BARANG /JASA PEMERINTAH

BAB1
GAMBARAN UMUM

Latar Belakang
Berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah

Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
(SPIP) mengatur bahwa Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan
penilaian risiko. Penilaian risiko merupakan salah satu elemen dalam
pengelolaan risiko.

Penyelenggaraan pengendalian intern di lingkungan Lembaga
Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) diatur melalui
Peraturan Kepala LKPP Nomor 9 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di LKPP. Berdasarkan Pasal 3
Peraturan Kepala LKPP tersebut, bahwa uraian unsur SPIP dilakukan
sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60
Tahun 2008.

Pedoman Pengelolaan Risiko ini disusun untuk memberikan
acuan dan panduan bagi unit organisasi di LKPP dalam melaksanakan
salah satu unsur SPIP yaitu Penilaian Risiko. Pedoman ini akan
memberikan kemudahan dan keseragaman dalam pengelolaan risiko
yvang dilakukan oleh seluruh unit organisasi di LKPP. Kebutuhan
penyusunan pedoman pengelolaan risiko yang lebih operasional
semakin dibutuhkan karena penyelenggaraan SPIP melekat pada
tindakan dan kegiatan. Pedoman pengelolaan risiko dirancang
mengikuti tindakan dan kegiatan pada level operasional dan strategis.
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